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Abstrak 

Pencabutan SK DIDIKPORA Kabupaten Agam dilakukan karena PTUN 

menganggap DIDIKPORA Kabupaten Agam tidak berwenang melakukan Mutasi 

tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dipertegas dengan 

PERMENDAGRI Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pengalihan urusan, dimana 

proses mutasi tidak boleh dilakukan selama proses pengalihan wewenang dari 

pemerintah Kab/Kota ke pemerintah Provinsi.. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah 

Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan 

Olah raga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi 

ASN Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 

21/G/2016/PTUN-PADANG). 2) Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala 

DIDIKPORA Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang 

Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara 

Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi 

dokumen yakni dengan menggunakan berbagai data sekunder, keputusan pengadilan, 

dan pendapat para sarjana. Dianalisa secara kualitatif yaitu mengelompokan data 

sesuai dengan masalah yang diteliti untuk ditarik kesimpulan kemudian diuraikan 

dalam bentuk kalimat. Berdasarkan hasil penelitian 1).Pertimbangan hakim dalam 

pencabutan SK DIDIKPORA dikarenakan DIDIKPORA tidak berwenang melakukan 

mutasi. 2). Pelaksanaan pencabutan SK DIDIKPORA dilakukan dengan cara PTUN 

Padang memerintahkan DIDIKPORA untuk mencabut SK tersebut karena hakim 

mengabulkan permohonan pemohon. 

Kata kunci : Pencabutan SK, DIDIKPORA, Mutasi.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada 

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar 

hukum untuk mewujudkan kehidupan tata negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia 

yang kedudukan, hak, serta kewajiban kewajibanya diatur dan dijamin oleh Undang-

Undang negara Republik Indonesia
1
.Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini 

dinyatakan dalam  ketentuan Pasal 1 angka(3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan Pasal 1 angka(1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengertian Aparatur Sipil Negara adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka(2) Pegawai 

Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam  suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

                                                             
1
 UEA, “Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Kepegawaian 

Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, diakses dari http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-

Undergraduate-1632-BAB1.pdfpada tanggal 20 April 2018 pukul 22.00  

http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1632-BAB1.pdf
http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1632-BAB1.pdf
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Di Indonesia keberadaan aparatur sipil negara diatur secara khusus melalui 

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mengatur kedudukan 

norma, standar dan prosedur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban aparatur sipil 

negara, larangan, sanksi dan upaya perlindungan hukum. Untuk meningkatkan 

kedisiplinan aparatur sipil negara tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia telah 

memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara yang melakukan 

pelanggaran di bidang kepegawaian seharusnya dijatuhi sanksi hukuman 

disiplin.Berdasarkan ketentuan yang berlaku upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi upaya banding administratif maupun 

peradilan administrasi di pengadilan tata usaha negara. 

Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah 

dalam suatu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara 

nasional.Kegiatan manajemen meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, 

pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak 

dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian 

jumlah
2
. 

Perpindahan atau mutasi merupakan bagian dari pembinaan guna memberikan 

pengalaman kerja, tanggung jawab, dan kemampuan yang lebih besar pada 

                                                             
2
 Siswanto Sunarno, 2014. Hukum Pemerintah Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 76. 
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pegawai.Tujuan utama dari adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kinerja  Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan. Selain untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil, mutasi dapat 

dimungkinkan terjadi karena adanya penyederhanaan atau pengembangan suatu 

instansi
3
. 

Salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh Aparatur Sipil Negara adalah mutasi. Mutasi adalah perpindahan atau alih tugas 

dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lain. Dasar yang digunakan untuk 

menentukan mutasi pegawai diantaranya adalah lamanya masa kerja di suatu bidang 

pekerjaan, kebutuhan organisasi, penyegaran organisasi, pengetahuan, dan 

keterampilan serta alasan khusus
4
. 

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kekuatan hukum dari putusan 

hakim. Meskipun demikian, dari kepustakaan Hukum Acara Tata Usaha Negara 

dikenal adanya beberapa kekuatan hukum dari putusan hakim di lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : 

 

                                                             
3
 Burhannudin A.Tayibnapis, 1995,  Administrasi Kepegawaian Suatu Tujuan Analitik, 

Pradya Paramita, Jakarta hlm 192. 
4
 Sri Hartini Dan Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm 131. 



11 
 

a. kekuatan pembuktian 

kekuatan pembuktian dari putusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan 

kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti 

tentang kepastian sesuatu. 

b. kekuatan mengikat 

kekuatan mengikat dari putusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan 

kepada suatu putusan hakim bahwa putusan tersebut mengikat yang 

berkepentingan untuk menaati atau melaksanakannya. 

c. kekuatan eksekutorial 

kekuatan eksekutorial dari putusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan 

kepada suatu putusan hakim bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan.
5
 

Salah satu kasus tentang mutasi Aparatur Sipil Negara terjadi di 

pengadilan tata usaha negara di Kota Padang, yaitu mutasi terhadap bapak Erman 

S,Pd yang menjabat sebagai guru olahraga di SMK N 2 Lubuk Basung di mutasi ke 

SMK N 1 Palembayan pada tanggal 13 juli 2016 merupakan mutasi biasa atau 

kebutuhan organisasi dan semata mata terjadi Karena adanya kekurangan guru 

pendidikan jasmani (olahraga) pada SMK N 1 Palembayan, sementara di SMK N 2 

Lubuk Basung justru terdapat kelebihan guru olahraga. Mutasi ini dilakukan oleh 

dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Agam. 

                                                             
5
 R.Wiyono, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 

171-172. 
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Menurut Bapak Erman S.pd selaku pemohonmenyatakan bahwa, mutasi yang 

dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam 

tidak sesuai dengan yang berlaku yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. Dikarenakan SMK Negeri 2 Lubuk Basung tidak kelebihan guru 

pengajar, dibuktikan dengan daftar nominatif  (bazetting) formasi SMK Negeri 2 

Lubuk Basung, dan juga alasan lain adanya mutasi tersebut diduga karena masih ada 

kaitanya dengan sengketa tanah wakaf yang melibatkan bapak Erman S.pd 

bersengketa dengan pihak Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 

Agam.  

Setelah bapak Erman, S.pd selaku pemohonmengajukan permohonan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara kota Padang, hakim memutuskan bahwa surat 

keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor: 

821.22/335/DIDIKPORA-2016, dinyatakan tidak sah atau dicabut, karena Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Agam dianggap tidak berwenang 

melakukan mutasi terhadap Bapak Erman S.pd, hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  menyatakan bahwa : “ 

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil  dalam dan 

dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya 

setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan pemerintah 

daerah kabupaten/kota”. dan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan bahwa : “ Pejabat Pembina 

kepegawaian daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota”. dan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

kemudian dipertegas dengan surat edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ 

tanggal 16 oktober 2015 tentang Percepatan pengalihan urusan, bahwa dalam proses 

pengalihan wewenang mutasi yang dulunya berada di tangan pemerintah 

kabupaten/kota yang akan dialihkan ke pemerintah provinsi, selama pengalihan itu 

tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi kepada pegawai negeri sipil. Termohon 

terbukti membuat SK mutasi kepada pemohon setelah dialihkannya wewenang 

pemerintah dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, sehingga hal tersebut 

menjadi dasar hakim dalam pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan 

Olahraga Nomor : 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi PNS dalam 

Jabatan Fungsional Guru dan dinyatakan tidak sah dalam Putusan PengadilanTata 

usaha Negara.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas 

pelaksanaan pencabutan sk kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam 

putusan perkara nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 dengan mengambil judul 

“PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN 

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM  NOMOR : 

821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI PNS DALAM JABATAN 
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FUNGSIONAL GURU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 

21/G/2016/PTUN-PADANG)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas 

Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 

821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam 

Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-

PADANG) ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang 

Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari 

Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor 

821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam 
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Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-

PADANG). 

2. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala Dinas 

Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 

Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau 

Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). 

D. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum 

Normatif.Penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan 

penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori 

hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
6
Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang 

berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.
7
 

2. Sifat Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam tujuan penelitian, maka sifat 

penelitian yang sesuai adalah deskriptif.Dengan teknik deskriptif dimaksudkan 

peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi 

                                                             
6
 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,   

hlm 12. 
7
Ibid, hlm 33. 
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hukum.
8
Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan 

secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan 

pencabutan SK kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 

821.22/335/didikpora-2016 tentang mutasi pns dalam jabatan fungsional guru 

(ditinjau Dari Perkara Nomor: 21/g/2016/Ptun-Padang). 

3. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini jenis data adalah sekunder yang diperoleh dengan 

cara melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiridari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan bahan hukum yang mengikat,dan  

terdiri dari : 

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional 

Aparatur Sipil Negara. 

c) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan 

Fungsional Pegawai Negri Sipil. 

d) Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG tentang Mutasi PNS Dalam 

Jabatan Fungsional Guru. 

 

 

                                                             
8
 I Made Pasek Diantha,2017,  Metode Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media Group, 

Jakarta,hlm 152. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubunganya 

dengan bahan hukum primer yang meliputi, buku-buku atau literature yang erat 

kaitanya dengan permasalahan yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier  

  Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus bahasa indonesia, 

kamus hukum,dan seterusnya.
9
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-

dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta dikaitkan dengan putusan 

pengadilan tata usaha negara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG. 

5. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu mengelompokan data sesuai dengan masalah yang 

diteliti untuk ditarik kesimpulan kemudian diuraikan dalam bentuk 

kalimat.Analisis dilakukan dengan menghubungkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, pendapat para ahli, teori yang ada serta dikaitkan 

                                                             
9
 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, 

Jakarta, hlm 13. 
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dengan putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 21/G/2016/PTUN-

PADANG. 

 

 

 


